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SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor ; 46 Taghun 2015

TENTANG

TATA CARA PENDATAAN SUBYEK / OBYEK
PAJAK RESTORAN YANG BARU DIBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan

Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah Kota Makassar, perlu ditetapkan Tata Cara Pendataan
Subyek / Obyek Pajak Restoran yang baru dibuka dan batas
waktu dibukanya Restoran baru tersebut sudah harus didata;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, periu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 05387) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



10.

11.

12.

13.

14.
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan
Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar
dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun
2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tentang



Menetapkan :

16.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor
7);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar
Nomor 3 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran
Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA

PENDATAAN SUBYEK / OBYEK PAJAK RESTORAN YANG BARU
DIBUKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

10.

i1.

12.

Daerah adalah Kota Makassar;

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar;
Walikota adalah Walikota Makassar;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota
Makassar;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar;
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan / atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
Rumah makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar, dan Sejenisnya
termasuk Jasa boga / Katering;

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh Restoran;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar
Pajak, pemotong Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang -
undangan Perpajakan Daerah;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan / pembayaran Pajak, Objek
Pajak dan / atau bukan Objek Pajak, dan / atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan Perpajakan Daerah;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Walikota;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD
adalah SKPD Pemerintah Kota Makassar selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang;



13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP

adalah dokumen yang diterbitkan

oleh Pejabat yang

bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / Bendahara
Pengeluaran untuk mengajukan permintdan pembayaran;

14. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan untuk mencairkan uang.

Pasal 2

MEKANISME PENDATAAN

(1) Pendataan Subyek / Obyek Pajak Restoran dilakukan oleh
Seksi Administrasi Umum, Pendataan bersama Stafnya;
(2) Menyiapkan / memberikan formulir pendaftaran Subyek /

Obyek Pajak Restoran yang baru dibuka kepada Pemilik
Usaha tersebut untuk diisi dan bilamana pengisian sudah
benar dan lampiran yang dipersyaratkan lengkap maka

Petugas pembuat NPWPD menerbitkan dalam rangka

membayar Pajak Restoran diterbitkan.

Pasal 3

PENDATAAN RESTORAN YANG BARU BUKA

Restoran yang baru dibuka dilakukan Pendataan terhitung sejak
tanggal dibukanya untuk diterbitkan NPWPD dalam rangka

membayar Pajak Restoran.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal, 31 J

uli; <2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 31 juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 46



